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ABSTRAK 

KARMILA TANAIYO, H11.16.052, “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota” dibimbing Oleh: Ibu Hijrah Lahaling sebagai Pembimbing I dan Bapak Haritsa sebagai Pembimbing II.
Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui penegakan hukum dan kendala yang dihadapi unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota,, (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan  unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji efektivitas hukum berupa penegakan hukum yang telah diberlakukan oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kendala yang dihadapi unit dalam penegakkan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan berupa: Sulitnya mengumpulkan alat bukti, Korban masih dalam penguasaan pelaku, dan berkaitan dengan urusan ribadi. (2) Upaya yang dilakukan unit PPA Polres Gorontalo Kota  dalam penegakkan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan berupa : Sosialisasi (Upaya Preventif) dilakukan baik secara mandiri melalu kegiatan sosialsiasi yang diselennggarakan oleh Polres Gorontalo Kota, maupun sosialisasi dengan bekerjasama dengan istasni lain yang konsen terhadap isu anak dan perempuan, Kordinasi Kepolisian Antar Wilayah Hukum dalam hal teknis penyelidikan dan penyidikan terlebih jiga terlapor/pelaku tindak pidana berada diluar wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, dan Memaksimalkan peran serta Keluarga Korban dalam hal pengumpulan keterangan guna perampungan pemeriksaan terhadap tindak pidana melarikan anak perempuan. 

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) Penyidik PPA Polres Gorontalo Kota sebaiknya memaksimalkan kerjasama dengan lembaga atau instansi yang lebih menguasai kompetensi bidang ilmu seperti psikologi.. (2)
kiranya pihak terkait dapat memaksimalkan sosialisasi dampak negative , baik secara umum maupun khsus mengenai konsekuensi hukumnya, agar seluruh lapisan masyarakat sehingga selain dapat berpatisipasi aktif secara umum dengan pihak polisi dalam upaya penganggulangan kejahatan tindak pidana tindak pidana bawa lari anak perempuan, masyarakat juga dapat memahami bahwa tindak pidan ini bukanlah persoalan pribadi/privat.

Kata kunci : Penegakan hukum, tindak pidana melarikan anak
ABSTRACT

KARMILA TANAIYO, H11.16.052, "Law Enforcement Against Crime of Escaping Girls from PPA Unit Gorontalo City Police" Supervised by: Mrs. Hijrah Lahaling as Advisor I and Mr. Haritsa as Advisor II.

The objectives of this study are: (1) To determine the law enforcement and obstacles faced by the PPA Unit of the Gorontalo City Police in law enforcement for the crime of escaping girls in the PPA Unit at the Gorontalo City Police, (2) To find out the efforts made by the PPA Unit of the Gorontalo City Police. in law enforcement, the crime of running away girls in the PPA Unit at the Gorontalo City Police.
This type of research uses empirical juridical legal research that examines the effectiveness of the law in the form of law enforcement that has been enforced by the Gorontalo City Police PPA Unit in carrying out investigations and investigations into the crime of escaping girls in the PPA Unit of the Gorontalo City Police.
The results of this study indicate that: (1) The obstacles faced by the unit in enforcing the crime of escaping girls are: difficulty in collecting evidence, the victim is still in control of the perpetrator, and is related to ribadi affairs. (2) The efforts made by the Gorontalo City Police PPA unit in enforcing the law of the crime of escaping girls in the form of: Socialization (Preventive Efforts) are carried out either independently through socialization activities organized by the Gorontalo City Police, or socialization in collaboration with other istasni who are concerned about issues of children and women, inter-jurisdictional police coordination in terms of technical investigations and investigations, especially if the reported / perpetrators of criminal acts are outside the jurisdiction of the Gorontalo City Police, and Maximize the participation of victim families in gathering information to complete the investigation of the crime of escaping girls

Based on the research results, it is recommended as follows: (1) Investigators for PPA Gorontalo City Police should maximize cooperation with institutions or agencies that are more competent in the field of science such as psychology. (2) the legal consequence is, so that all levels of society can participate actively in general with the police in efforts to tackle the crime of the crime of carrying away girls, the public can also understand that this criminal act is not a personal / private matter.
Key words: law enforcement, the crime of running children
DAFTAR ISI
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Penegakan hukum pidana merupakan suatu kewajiban bagi seluruh susbsitem dalam peradilan pidana, baik upaya penyadaran hukum kepada masyarakat maupun penindakan dengan pendekatan represif. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang berpotensi tidak tertib. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya oknum penegak hukum yang terlibat dalam persoalan penyimpangan penegakkan hukum, seperti oknum-oknum aparat penegak hukum yang terkontaminasi oleh praktik tindak pidana korupsi, baik ditingkat penyelidikan penyidikan, penuntutan, terlebih dalam proses penegak hukum di depan persidanganyang masih terlibat dalam praktik suap menyuap atau penyimpangan lainnya dalam proses penegakan hukum yang mestinya jauh dan bersih terhadap praktik kecurangan tersebut, hak itu akan menimbulkan ketidakpercayaan  terhadap lembaga-lembaga yang di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan dating.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepolisan Resor Gorontalo Kota adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Sebagai bagian dari subsitem dalam peradilan pidana Indonesia Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, baik terhadap fungsi pelayanan masyarakat, melindungi serta mengayomi. Dalam bidang bidang pembinaan masyarakat polisi telah mempersiapkan personil yang mewakili dalam hal membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat melalui Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (Community Policing), yang orintasinya yaitu langkah pencegahan atau preventif termasuk dalam mengantisipasi tindak pidana, khsusunya tindka pidan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak..

Salah satu bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidan membawa lari anak perempuan yang belum dewasa. Sebagiman yang telah diatur dalam  ketentuan KItab Undang-undang Hukum Pidan PAsal 332 ayat (1) bahwa : seseorang dapat dinyatakan bersalah melarikan wanita dan diancam dengan pidan penjara:

a. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

b. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Secara filosofis, anak sebagai generasi penerus bangsa, yang melanjutkan perjuangan bangsa ini, ditangan merekalah bangsa akan mengalami kemajuan atau pun kemunduran yang sangat ditentukan oleh perlindungan oleh pemerintah. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Thaun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut, menyebutkan bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi sebagai Hak anak dalam HAM. Perlindungan hak-hak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tunbuh, berkembang dan berpartisipasi lebih optimal sebagaimana sesuai dengan harkat dan martabat manusia demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhalak mulia dan sejahtera.Selain itu pula perlindungan ini pula merupakan upaya hukum terhadap berbagai kebebasan yang menjamin kesejahteraan anak.

Meskipun secara substansi perundang-undangan, struktural  institusi dan kelembagaan perlindungan anak telah diupayakan oleh pemerintah , baik melalui upaya pencegahan dan penegakkan hukum  namun tentunya masih ada kendala-kendal dalam pelaksanaan tersebut. Oleh penulis dalam uraian ini menjelsakan bahwa yang terjadi di wilayah hukum Gorontalo Kota, khusunya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit PPA sebagai bagian dari perlindungan perempuan dan anak, khsusu mengenai penegakkan hukum tindak pidan membawa lari anak perempuan orang lain yang belum dewasa masih ditemui banyak kendala. Sebagaiman data yang terdapat pada Unit PPAPolres Gorontalo Kota pada Tahun 2018 terdapat 5 Laporan kasus, dari jumlah tersebut, sejauh ini hanya 1 kasus yang dapat diselesaikan. 
Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, kemudian oleh penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul:“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DI UNIT PPA POLRES GORONTALO KOTA
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka oleh calon peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dalam rumusan maslaha sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Kendala Yang dihadapi Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan  Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota?
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan  uraian rumusan permasalahan diatas terkait fokus penelitian ini, sehingga usulan penelitian jelas akan bertujuan sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui Kendala Yang dihadapi Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk dapat mengetahui upaya yang dilakukan  Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat  yang hendak diperoleh dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, baik manfaat secarateoritis  maupun  manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Dari hasi pembahasan penelitian ini, diharpakan dapat memberikan gambaran pelaksanaan Penegakkan Hukum Tindak Pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota, baik proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tugas dan kewenangnan kepolisian dalam hukum acara pidana maupun kendala yang dihadapi kendala serta upaya-upaya yang dialakukan dalam penegakkan hukum tersebut. Selain itu juga substansi hasil penelitian ini juga diharpakan dapat digunakan sebagai bahan referensi pada peneltian mendatang secara umum, dan khusus buat peneliti pribadi diharapkan dapat memberikan wawasan dalam hukum pidana.  
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini tentunya secara praktis dimaksudkan guna kepentingan peneliti sebagai mahasiswa akhir guna memenuhi persyaratan agar dapat melakukan penelitian serta menysun hasil tersebut dalam bentuk skripsi sebagai syarat akhir mendapatkan gerar sarjana hukum di fakultas hukum universtas ichsan Gorontalo. Penelitian ini juga diharpakn memberikan pemahaman serta pengalaman penulis dalam pemahamannya tentang penegakan hukum tindak pidana membawa lari anak perempuan orang lain yang belum dewasa.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penegakkan Hukum 
2.3.1 Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement. Menurut Black law dictionary diartikan the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.

 Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo
merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum  pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.  Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.
Menurut Jimly Asshiddiqie dalam (www.jimly.com,)penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Ditambahkan lagi, jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (legal aspect) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “to provider order stability and justice.” Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat subtansial secara teoritik dan pragmatik. Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perdamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai baik dan buruk.

 Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan.

2.3.2 Teori Penegakkan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
 Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana. 

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan perbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.
2.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum
Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrience M. Frieddmen sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo Menyatakan bahwa sebagai suatu system, hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait dalam penegakannya. Subsistem tersebut adalah legal substance (subtansi/perundang-undangan), Legal Structure (Struktur Hukum), Legal Culture (Budaya Hukum).

Secara lebih rinci, Surjono Sukanto menganalisis bahwa secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Undang-undang

Undang-undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

a. Tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang

c. Ketidakjelasan kata-kata dari undang-undang yang mengakibatkan kesipangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegak hukum antara lain:

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi

b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi

d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan tertent, terutama kebutuhan materi

e. Kurangnya daya inovatif

3. Faktor sarana atau fasilitas

Saana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang lain, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, kompetensi hokum itu tidak mungkin ada apabila masyarakatnya:

a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.

b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.

c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena factor keuangan , psikis, social dan politik

d. Mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (system hukum) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsepsikonsepsi abstrak mulai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2.2 Tinjauan Umum Kepolisian

2.2.1 Definisi Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff
. Menurutnya polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagi fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.

Yang dimaksud dengan kepolisian berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

“ (1) Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

“(2)Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia”.

Menurut Konerto dalam buku karangan Sadjijono mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

2.2.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU 2/2002 yaitu:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

b. Menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.

i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU
2/2002 ialah sebagai berikut:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

h. Mencari keterangan dan barang bukti;

i. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;

l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) UU 2/2002 juga mengatur tentang kewenangan polisi. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Ketika merumuskan pasal-pasal dalam KUHP Indonesia dan dalam hukum nasional Indonesia di luar KUHP, tidak ada pemahaman umum tentang pelanggaran atau kejahatan, meskipun definisi kejahatan sangat penting untuk unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan. Unsur-unsur pelanggaran adalah indikator atau tolok ukur untuk memutuskan apakah tindakan seseorang dapat dianggap sebagai kejahatan atau tidak. Tentu saja, jika tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur kejahatan, mereka dapat dihukum. Sebaliknya, jika barang tidak terpenuhi, orang tersebut tidak akan dihukum. Karena tidak termasuk dalam undang-undang, para ahli hukum mencoba menyampaikan pemahaman dan unsur-unsur kejahatan. Berikut ini uraian pendapat beberapa pakar hukum ini.
Menurut Lamintang istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan  strafbaar feit  untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai  Tindak Pidana yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.

Moeljatno mendefinisikan pelanggaran sebagai tindakan ilegal, disertai dengan ancaman (sanksi) dalam bentuk hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar larangan. Larangan diarahkan terhadap tindakan situasi atau peristiwa yang disebabkan oleh tindakan seseorang. Sementara ancaman pidana diarahkan terhadap orang yang menyebabkan insiden itu, E.Utrecht merumuskan pelanggaran sehubungan dengan peristiwa kriminal, yang sering disebut sebagai pelanggaran pidana, karena peristiwa tersebut merupakan tindakan manual atau perilaku atau perilaku positif. Mengabaikan perilaku negatif atau konsekuensinya (suatu kondisi yang disebabkan atau diabaikan oleh tindakan tersebut).

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukum pidana dari hukum pidana, yang dikenal sebagai hukuman di Belanda. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk semua jenis sanksi di bidang hukum perdata, administrasi, disiplin dan pidana, sedangkan istilah hukum pidana didefinisikan secara sempit dan hanya mencakup sanksi pidana. Hukum pidana mengatur sanksi untuk pelanggaran hukum. Sanksi pada dasarnya merupakan suplemen yang disengaja untuk penderitaan. Penambahan penderitaan yang disengaja ini juga merupakan fitur pembeda yang paling penting antara hukum pidana dan hukum lainnya

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.E. Utrecht dalm buku Andi Hamzah,”mengatakan bahwa menerjemahkan straafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu”perbuatan”handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten- egatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.
 ”

Peristiwa”pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu”ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang”dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. ”Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat”dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab. ”

2.4 Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota 

Ditinjau dari garis besar teorinya, Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang dapat dibagi dalam beberapa perbuatan yakni membawa pergi atau menarik seseorang yang belum dewasa dari  kekuasaan orang tua atau walinya. Diatur dalam Pasal330 KUHP yang rumusannya berbunyi : 

(1) Barang siapa dengan  sengaja mencabut orang yang belum dewasa  dari  kuasa  yang  sah  atasnya  atau  dari  penjagaan  orang  yang  dengan  sah  menjalankan  penjagaan  itu,  dihukum  penjara  selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Dijatuhkan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun, jika perbuatan  itu  dilakukan  dengan  memakai  tipu  daya,  kekerasan atau  ancaman  dengan  kekerasan  atau  kalau  orang  yang  belum  dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.

Berdasarkan bunyi ayat (2) Pasalini, maka unsur kekerasan atau ancaman  kekerasan  merupakan  hal  yang  memperberat  pidana.  Jadi delik   aslinya   yang   tercantum   di   ayat   (1)   tidak   perlu   ada   unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.Bagian inti dari delik (delictbestanddelen) :

1) Dengan sengaja;

2) Menarik   orang   yang   belum   dewasa   dari   kekuasaan   yang  menurut  Undang-Undang ditentukan  untuk  dirinya  atau  dari  pengawasan orang yang berwenang untuk itu.

3) Kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  apabila  anak  itu  belum  berumur dua belas tahun.  

Untuk memahami arti dari kata “menarik” maka Pasal91  KUHP memberi  pengertian  kekuasaan  bapak,  ialah  kekuasaan  dari  kepala keluarga. Dengan orang tua diartikan kepala keluarga. Dengan bapak diartikan  orang  yang  melaksanakan  kekuasaan  yang  sama  dengan kekuasaan bapak.Hoge  Raad  memutuskan  bahwa  jika  anak  itu  karena  maunya sendiri   pergi   keperlindungan   orang   lain   dan   orang   tua   menolak menyerahkan  anak  itu,  maka  penolakan  itu  tidaklah  berarti  menarikanak itu dari kekuasaan orang yang berdasarkan Undang-Undang.

Diputuskan  juga  oleh  Hoge  Raad  bahwa  penarikan  seseorang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berdasarkan Undang-Undanghanya  terjadi  jika  kekuasaan  atau  penguasaan  nyata  itu dipunyai  kekuasaan  dan  penguasaan  nyata  dengan  suatu  perbuatan dilanggar Pasal 330  KUHP  ini  mensyaratkan  kesengajaan,  yang  berarti secara  umum  bahwa  kesengajaan  itu  ditujukan  kepada  bagian  inti delik berikutnya.Secara lengkap jenis tindak pidana ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, yang berbunyi; Dihukum karena melarikan perempuan: 

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, 

a. Barang  siapa  melarikan  perempuan  yang  belum  dewasa  tidak  dengan  kemauan  orang  tuanya  atau  walinya,  tetapi  dengan  kemauan  perempuan   itu   sendiri   dengan   maksud   akan   mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

b. Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun, barang  siapa  melarikan  perempuan  dengan  tipu,  kekerasan atau   ancaman   dengan   kekerasan   dengan   maksud   akan mempunyai  perempuan  itu  baik  dengan  nikah,  maupun  tidak dengan nikah.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. 

3. Pengaduan itu dilakukan: 

a. Jika  pada  waktu  di larikan  perempuan  itu  belum  dewasa,  oleh perempuan itu sendiri, atau oleh orang yang harus memberi izin padanya, kalau ia hendak kawin.

b. Jika  ia  pada  waktu dilarikan  sudah  dewasa,  oleh  dia  sendiri atau oleh suaminya.

4. Jika orang yang melarikan kawin dengan yang dilarikan, dan nikah  itu ta’luk kepada Kitab Undang-undang  Hukum  Sipil,  maka  tidak  akan  dijatuhkan  hukuman  sebelum  perkawinan  itu  dibatalkan  oleh  hakim.

Dari rumusan pasal diatas, substansi darin  inti  dari  delik  yang  sebagai  mana  diatur  dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP adalah:

1. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa; Membawa  pergi  berarti  memerlukan  tindakan  aktif  dari  laki-laki.  Membawa  pergi  menghendaki  suatu  tindakan  aktif laki-laki.  Untuk  penguasaan  atas wanita  itu  tidak diperlukan  kekuasaan secara lama.  Menjamin  pemilikan  perempuan  itu  bukanlah delik  ini  tetapi kesengajaan  di tujukan  kepada  hal  ini.  Jika  sebelum  membawa pergi  perempuan  itu  telah  melakukan  hubungan  seks  dengannya, dapat  dianggap  mempunyai  maksud  untuk  menjamin  pemilikan perempuan  tersebut  dalam  arti  jika  ia  dirintangi  ia  tetap  akan  melakukannya.Sementara   itu   yang  dimaksud  dengan  perempuan   belum dewasa  adalah  perempuan  yang  belum  berumur  18  (delapan belas) tahun dan belum kawin.

2. Tanpa  izin  orang  tua  atau  walinya  berarti  orang  tua  atau  walinya  tidak menyetujui perbuatan tersebut.

3. Dengan   kemauan   perempuan   itu   sendiri,   artinya   setelah   ada  tindakan  aktif  laki-laki,  apakah  perbuatan  membujuk,  tipu  muslihat atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

4. Dengan  maksud  untuk  menguasai  perempuan  itu,  baik  dengan  maupun  di luar perkawinan. 

Untuk  memiliki  perempuan  itu  tidaklah  perlu  penguasaan  atas  perempuan  itu  dalam  jangka  waktu  lama.  Jika  ia  kawin  berdasarkan  Burgerlijk Wetboek,  maka  harus  diadakan  pembatalan  perkawinan  terlebih    dahulu    sebelum    pemidanaan.    Yang    dapat    menuntut  pembatalan  adalah  bapak,  ibu,  kakek,  dan  nenek,  wali  bagi  mereka  yang  berada  dibawah  perwalian. 

Memang pada dasarnya jenis tindak  pidana  membawa  lari  perempuan  yang  belum  dewasa merupakan  tindak  pidana  yang  biasa terjadi  di  masyarakat  pada  saat ini,  yang  lebih  memprihatinkan  lagi dalam  kasus  ini pelakunya  adalah anak.Dalam   Pasal   332   ayat   1   ke-1e   KUHP   berbunyi:“Dengan hukuman    penjara    selama-lamanya    tujuh    tahun,    barang    siapa melarikan  perempuan  yang  belum  dewasa  tidak  dengan  kemauan orang  tuanya  atau  walinya,  tetapi  dengan  kemauan perempuan  itu sendiri  dengan  maksud  akan  mempunyai  perempuan  itu  baik  dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.”Adapun   unsur-unsur   tindak   pidana   tersebut   adalah   sebagai berikut:

a. Barangsiapa   disini   adalah   subjek   hukum   yang   memiliki kemampuan    bertanggung    jawab    adalah    didasarkan    atas keadaan  dan  kemampuan  jiwanya  (geetelijke  vermogens),  yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.maksudnya adalah  subjek  hukum  yang dalam  keadaan  dan  kemampuan  jiwanya  menunjukkan  kondisi sehat   dan   tidak   terganggu   jiwanya   sehingga   oleh   hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab 

b. Melarikan   perempuan   yang   belum   dewasa,   tidak   dengan  kemauan  orang  tuanya  atau  walinya  tetapi  dengan  kemauan perempuan itu sendiri;Perbuatan ‘membawa pergi’ yang disebut ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki.

c. Dengan  maksud  untukmemiliki  perempuan  itu  baik  dengan nikah maupun tidak dengan nikah;Membawa    perempuan    lari    dari    rumahnya    biasanya ditujukan untuk ‘memiliki’ atau ‘menguasai’ si perempuan, baik sementara  atau  selama  hidupnya.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Anak
2.1.1. Pengertian Anak
Menurut kamus besar bahasa Indoensia, anak merupakan generasi kedua dari pasanganlaki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil dari proses biologis antara pasangan laki-laki dan perempuan. Anak juga sering dikaitkan dengan tingkat usia seseorang sehingga dikategorikan sebagai anak dalam suatu keluarga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Thaun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa seorangan anak dikategorikan usianya dibawah 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa seorang anak sangat memiliki keterbatasan kemampuan, dikarenakan anak lahir dengan segala kelemahan yang dimilikinya. sehingga hadirnya orang tua sangatlah penting bagi anak. Anak dalam lingkungan keluarga, anak memerlukan adanya perlindungan dari gangguan kemanusiaan dikarenakan:
a. “Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus. “
b. “Anak adalah sebagai potensi tumbuhkembang bangsa dimasa depan. “
c. “Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari “orang lain. “
d. “Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa“yang akan“datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.
 “
Definisi“anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, “dan hukum islam. “Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai anak atau United Nation Convention on Right of the Child. Menurut Nicholas Mc.Bala dalam bukunya juvenile justice system mengatakan bahwa “anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.”

2.1.2. Hak-Hak Terhadap Anak
Hak anak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh keluarga khususnya dan negara pada umumnya, agar anak dapat melangsungkan hidupnya layaknya manusia lainya yang telah diatur dalam HAM dan Undang-Undang.Hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut
.
a. Hak“untuk dapat hidup, tumbuh berkembang,dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.“
b. Hak“atas suatu nama sebagai identitas diri dan situs kewarganegaraan.“
c. Hak“untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.“
d. Hak“untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak,“atau anak dalam keadaan terlantar maka anaktersebut berhak diasuh“atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.“
e. Hak“memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.“
f. Hak“memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.“
g. Hak mendapatkan“perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesamapeserta didik, dan atau pihak lain.“
h. Anak penyandang“disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.“
i. Hak menyatakan“dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan“dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

j. Hak untuk“beristrahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain,berkreasi sesuai dengan sesuai minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.“
k. Setiap anak“penyangdang disibilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.“
l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, hak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. 
m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

n. Hak untuk“memperoleh perlindungan diri,penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.“
o. Hak“memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.“
p. Hak“untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.“
Menurut Chandra Gautama
 anak memiliki hak-hak sebagaiman tercantum dalam konveksi hak anak dan perlindungan anak adalah sebagai berikut.

a. Hak“untuk kelangsungan hidup, berkembang, mendapatkan nama, kewarganegaraan, identitas, standar hidup yang layak dan kesehatan yang paling tinggi.“
b. Hak“untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, jika mengalami konflik hukum, eksploitasi sebagai pekerja anak, dan eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan.“
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritasatau masyarakat adat.

d. Hak untuk hidup dengan orag tua dan tetap berhubungan dengan orang tua.

e. Hak“untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak dan jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.“
f. Hak“untuk mendapatkan pelathian keterampilan, berekreasi, bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan kebudayaan.“
g. Hak“untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting dan perlindungan khusus sebagai pengungsi.“
h. Hak“untuk bebas beragama, berserikat dan berkumpul secara damai.“
i. Hak“untuk mendapatkan informasi dan berbagai sumber, mendapatkan perlindungan pribadi, perlindungan dari siksaan, perlakuan yang kejam, hukuman, perlakuan yang tidak“manusiawi, penangkapan dan perampasan sewenang-wenang.
j. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
2.2. Kerangka Pikir










2.3. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan calon penelii dalam usulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakkan Hukum adalah proses yang dilakukannya oleh Kepolisian sebagai upaya untuk tegaknya hukum secara nyata baik untuk melindungai korban maupun menuntut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota.
2. Tindak pidana adalah tindak pidana adalah tindak pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota dengan tujuan ingin menguasainya baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah. 
3. Urusan Privat adalah kepentingan yang berkaitan dengan urusan pribadi masing-masing.

4. Upaya Pereventif adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
5. Wilayah Hukum adalah wilayah kerja instansi kepolisian secara administratif dalam melakukan tugas-tugas penegakkan hukum sesuai dengan undan-undang yang berlaku.
6. Melarikan anak adalah tindak pidana yang bertujuan untuk menguasai seorang anak tanpa sepengetahuan orang tua atau wali baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.
7. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.
8. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya suatu perbuatan tindak pidana.
9. Korban adalah setiap orang yang mengalami kerugian atan penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum.
10. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum.
11. Peran serta keluarga adalah upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana kedudukannya.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris menurut Efendi dan Ibrahim, penelitian ini merupakan penelitian dengan mengevaluasi kembali hukum yang bekerja di masyarakat (law in action.)
Sehingga dalam penelitian ini, penulis mampu mengkaji kendala dalam penegakan hukum tindak pidana membawa anak perempuan yang belum dewasa serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian.
3.2 Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penegakkan hukum membawa anak perempuan yang belum dewasa yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. 
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di kota Gorontalo, khusunya Polres Gorontalo pada Unit (Perlindungan Perempuan dan Anak)dengan lama waktu penelitian selama dua bulan, sejak Bulan Maret tahun 2020sampai Bulan Mei Tahun 2020.
3.4 Jenis Dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif  yaitu dengan mendiskripsikan objek penelitian melalui argumentasi dan narasi. Sumber data dalam skripsi ini yaitu data primer dan  data sekunder.

a. Sumber data primer, sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan masih bersifat data mentah (Raw data). Menurut Zainudin Ali data primer merupakan data awal berupa informasi awal yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen yang perlu di olah kembali oleh peneliti.

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur resmi,seperti Undang-Undang, dan catatan  dan registrasi laporan kepolisian, khsusunya di unit PPA.
3.5 Populasi Dan Sampel
3.5.1 Populasi 

Menurut Riduwan
, populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian, populasi merupakan ukuran generalisasi dari objek atau subjek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan mempunyai kuantitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian untuk ditarik kesimpulan. Jadi populasi pada dasarnya merupakan suatu objek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti yang mempunyai karakteristik dan kuantitas tertentu.Dalam skripi ini yang menjadia populasi adalah:

1. Seluruh Penyidik di unit PPA di Polres Gorontalo Kota

2. Seluruh Korban Tindak Pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa wilayah Hukum Polres Gorotalo Kota.

3. Seluruh Pelaku Tindak Pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa wilayah Hukum Polres Gorotalo Kota.

3.5.2 Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Sampel juga merupakan populasi yang dijadikan sumber data dikarenakan mempunyai karakater tertentu sebagaiman pada populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam skripsi ini adalah:

1. 4 Orang penyidik di unit PPA di Polres Gorontalo Kota

2. 1 Orang Korban Tindak Pidana membawa melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota wilayah Hukum Polres Gorotalo Kota.

3. 1 Orang Pelaku Tindak Pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota wilayah Hukum Polres Gorotalo Kota.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan cara observasi ,wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data-data atau informasi

a. Observasi, merupakan upaya secara langsung dilapangan dengan mencatat kendala dan upaya dalam penegakkan hukum tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa yang terjadi diwilayah Hukum Polres Gorotalo Kota.

b. Wawancara, merupakan langkah kedua dalam pengambilan data dengan cara mencari informasi dengan sekumpulan pertanyaan terkait dengan penelitian secara langsung pada responden dengan jumlah responden yang terbilang sedikit.

c. Dokumentasi, merupakan studi literatur seperti peraturan-peraturan, buku-buku, dan bukti-bukti fisik lainya seperti gambar yang relevan dalam penelitian ini.
3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis secara argumentatif. Melalui data-data yang diperoleh dari baik data primer, maupun data sekunder dalam penelitian ini dikalsifikasikan dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif argumentatif guna menjabarkan kendala dan upaya yang dilakukan dalam penegakkan hukum membawa anak perempuan yang belum dewasa yang dilakukan oleh unit PPA Polres Gorontalo Kota.
BAB  IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Mengingat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Polres Gorontao Kota, sebelum membahas hasil pengambilan data terkait susbsatansi penelitian ini, berikut penulis menjelaskan secara singkat gambaran umum lokasi penelitian baik keseluruhan, maupun khusus mengenai unit PPA polres Gorontalo Kota, adapun sejarah lahir dan terbentuknya Polres Gorontalo tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38  Tahun 2000, tentang pemekaran Provinsi Sulawesi utara menjadi  2 Provinsi, yang terdiri atas dua provinsi:
1. Provinsi Sulawesi Utara.

2. Provinsi Gorontalo

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi  :  Kep/07/XII/2000 Tanggal  20 Desember 2000  dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN  sebagai pelaksana tugas harian Kapolwil Gorontalo, dan sejak keluarnya Keputusan Kapolri No.Pol  :Kep/ 12 / III / 2003  tanggal  13 Maret  2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi POLDA GORONTALO .


Berikut ini struktur Organisasi di Lingkup Polres Gorontalo Kota Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Gambar : Struktur Organisasi Polres Gorontalo Kota


Salah satu tugas percepatan penyesuaian  Organisasi Polri di tingkat kewilayahan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.Dalam percepatan penyesuaian ini personil Polda persiapan Gorontalo ikut memikirkan perkembangan menuju dibentuknya Polres Gorontalo  Kota. Kota Gorontalo terletak diantara 00o 31’- 00o 46’ Lintang Utara dan 123o00’- 123o26’ Bujur Timur, merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo. 

Batas-batas wilayah Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

a. Batas Utara Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango

b. Batas Selatan Teluk Tomini

c. Batas Timur Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

d. Batas Barat Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Secara administrasi luas Kota Gorontalo 64,79 KM2 atau 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo yang terbagi dalam 9 Kecamatan, 50 Kelurahan. Panjang jalan di Kota Gorontalo pada tahun 2014 adalah 517,72 km, jika dirinci menurut status pemerintahan yang berwenang maka panjang jalan negara adalah 30,77 km, jalan provinsi 11,50 km dan jalan kota 475,45 km. Kota Gorontalo terletak di antara pusat-pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan serta arus mobilisasi lainnya, baik skala regional maupun nasional yaitu dari Manado (Sulawesi Utara) dan Palu (Sulawesi Tengah). 

Lokasi Polres Gorontalo Kota berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo. Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Adapun cakupan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu meliputi keseluruhan Kota Gorontalo yang terdiri atas 6 Kepolisian Sektor. Ke 6 (enam) Kepolisian sektor tersebut yaitu Polsek Kota Selatan, Polsek Kota Utara, Polsek Kota Barat, Polsek Kota Timur, Polsek Kota Tengah dan Polsek Dungingi.

Berdasarkan pergantian atau reorganisasi alam jajaran unsur pimpinan mengenai mutasi pejabat perwira polri dilingkungan Polda Gorontalo, saat ini Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), DEsmont Harjendro menggantikan AKBP Robin R Raja, S.IK.,MSi. Yang sebelumnya juga menggantikann Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yan Budi Jaya, S.IK.,MM., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Gorontalo Kota Selama 2,5 Tahun, sedangkan kepala unit PPA Polres Gorontalo Kota saat ini dijabatolehIpda Gita Putri Wulandari S.Tr.K, menggantikan Bripka Djunaidi K. Demak dengan beranggotakan 6 penyidik, yang terdiri atas 1 penyidik dan 5 penyidik pembantu.  

4.1.1 Unit PPA Polres Gorontalo

Berdasarkan amanah Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada pasal 13 yang intinya tentang tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta juga memberikan penjaminan dan perlindungan hal yang sama kepada perempuan dan Anak, untuk mengimplementasikan hal itu di Polres Gorontalo Kota memberikan fasilitas pelayanan untuk perlindungan perempuan dan anak yaitu bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.

Adapun terkait tugas dan fungsi dari unit PPA polres Gorontalo Kota tetap mengacu pada Peraturan kepala keolisian Negar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 menjelaskan bahwaUnit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dananak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dalam (4, UU PPA) menjelaskan bahwa ”bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;

2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;

3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Dalam Pasal 4Peraturan kepala keolisian Negar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa: 

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.

2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

3. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (hukum trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.”

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Kendala Yang dihadapi Unit PPA Polres Gorontalo Kota  dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesai bahwa salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu “penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang sementara itu tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”Cerminan ketentuan ini salah satunya dapat dilihat dalam setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik dalam hal upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan, maupun upaya prefentif yang mengedepankan prinsif pencegahan melalui berbagai metode yang pada intinya membangun nilai-nilai dalam masyarakat agar terhindar dari berbagai jenis gangguan kantibmas.

Dalam undang-undang yang sama dalam pasal yang berbeda disebutkan juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang tentunya memiliki hak dalam melakukan upaya-upaya dalam kepentingannya melakukan upaya penegakan hukum, tanpa terkecuali dalam penegakan hukum membawa lari anak perempuan yang belum dewasa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undag-Undang Hukum Piadan Indonesia Pasal330 (KUHP) yang secara lengakap perrumusannya berbunyi : 
“ (1) Barang siapa dengan  sengaja mencabut orang yang belum dewasa  dari  kuasa  yang  sah  atasnya  atau  dari  penjagaan  orang  yang  dengan  sah  menjalankan  penjagaan  itu,  dihukum  penjara  selama-lamanya tujuh tahun”. Sedangkan dalam ayat berikutnya menyebutkan bahwa:
“(2) Dijatuhkan  hukuman  penjara  selama-lamanya  sembilan  tahun, jika perbuatan  itu  dilakukan  dengan  memakai  tipu  daya,  kekerasan atau  ancaman  dengan  kekerasan  atau  kalau  orang  yang  belum  dewasa umurnya dibawah dua belas tahun”.
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di unit PPA Polres Gorontalo Kota diperoleh bahwa jumlah  yang terjadi pada 3 tahun terakhir, sejak Tahun 2017 sampai tahun 2019 berjumlah 13 laporan dugaan kasus tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa dengan tahun 2018 terdapat 5 Laporan kasus, dan pada tahun 2019 sejumlah 4 kasus dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Data  Tindak  Pidana Membawa Lari anak Perempuan Tahun 2017-2019

	No
	Tahun
	Jumlah Laporan
	Jumlah yang Selesai
	Jumlah yang Tidak Selesai

	1
	2017
	0
	0
	0

	2
	2018
	5
	1
	4

	3
	2019
	4
	1
	3

	Jumlah Total
	9
	2
	7


 (Sumber: Unit PPA Polres Gorontalo Kota, telah diolah)

Dari table tersebut diatas, dapat penulis jelaskan bahwa dari total jumlah  laporan tersebut, dua tahun terakhir yang memiliki data jumlah laopran masuk masih banyak laporan yang tidak terselesaikan. Pada tahun 2017tidak terdapat laopran kasus,  dan barulah pada tahun 2018terdapat laopran kasus dengan rincian dari total 4 laporan kasus hanya dan hanya 1 laopran kasus pula yang dapat diselesaikan oleh peyidik PPA Polres Gorontalo Kota, demikian halnya pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 dari sejumlah 4 laporan, hanya satu kasus diantaranya yang dapat terselesaikan, tentunya dengan berbagai kendala untuk masing-masing laporan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Gita Putri Wulandari S.Tr.K selaku Kepala Unut Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa dalam  penegak hukum khsusunya yang meilbatkan Anak dan perempuan memang memiliki karakterisik yang berbeda dengan kasus atau perkara pada umumnya, hal ini berlaku untuk penangnan secara umum, yang tentunya tidak hanya dalam penyelidikan dan penyidikan namun juga meliputi upaya-upaya pencegahan terhadap kejahatan yang berpotensi adanya keterlibatan anak didalamnya, baik sebagai pelaku terlebih mereka sebagai korban.

Ditambahkan lagi oleh belia bahwa dalam menyelesaiakan dan menanggulangi kasus, terutama kasus tindak pidana terhadap anak dibawh umur, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai dasar hukum bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana yang melibatkan  anak, sehingga dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban anak menjadi bagian awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana, terutama tindak pidana membawa lari anak  dibawah umur tidak akan dapat diproses, selain jenis deliknya, korban perbuatan tindak pidana yang berada dalam penguasaan pelaku  menjadi persoalan yang sangat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan dala  kasus ini.

Peran Kepolisian Resort Gorontalo Kota, dalam hal ini unit PPA Polres Gorontao Kota dalam wawancara lebih lanjut, baim terhadap unsur pimpinan unit PPA maupun penyidik dan penyiidik pembantu dalam melakukan tindakan–tindakan yang diperlukan untuk menyikapi tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur ditemukan beberapa kendala yang berpotensi besar menghambat proses penegakan hukum ditinyak penyididakan yang penulis jabarkan dalam tiga faktor sebagai berikut:

1. Sulit Mengumpulkan alat Bukti 
Sebagaimana sebuah tahapan awal dalam rangkaian penegakan hukum yang harus dilalui ditingkat pemeriksaan oleh kepolisian yang berlaku secara umum maupun secara khususpada Unit PPA Polres Gorontalo Kota yaitu dimulai dengan  penerimaan laporan dari korban, dan atau kelurga korban. Secara normatif dalam teknis laporan yang berlaku secara internal dikepolisian terhadap penerimaan laporan ini dijumpai dua model laporan, yaitu laporan model A, dan laporan model B. adapun laporan model A yaitu laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana, laporan jenis ini tentunya berlaku hanya terhadap tindak pidan umum atau delik Murni, sedangkan untuk delik tertentu yang masuk dalam kulaifikasi delik aduan maka laporan jenis ini tidak dimungkinakn karena dalam aduan mesnyaratkan adanya aduan langsung oleh korban. Sedangkan model laopran yang kedua yaitu laopran  laporan model B, yang merupakan  laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (tempus delicti), dimana tempatnya terjadinya (locus delicti), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana khsusunya tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa. 
Dalam proses lebih lanjut terhadap adanya setiap laporan masyarakat hal penting (urgen) penindakan atau tindak lanjut dari adanya laporan tersebut, namun proses ini dapat dilanjutkan ketahapan berikutnya jika didukung oleh proses lanjtan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaiman sebuah proses penyelidikan yang ada di Unit PPA. Berdasarkan pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah: “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menenumukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”
 ketika peristiwa tersebut benar adanya berdasarkan laporan yang diterima oleh penyidik PPA, maka tahapan selanjutnya yaitu proses penyidikan oleh penyidik disertai tindakan-tindakan dalam rangka penegakan hukum tersebut. 
Sebagaimana dalam KUHAP pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa penyidikanmerupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, sehingga dalam proses ini pemenuhan alat bukti merupakan hal penting (urgen) karena sangat menentukan keberlanjutan proses atas tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Brigadir Umar Bin Hattab sebagai anggota penyidik di PPA Polres Gorontalo Kota menjelaskan bahwa “Dalam upaya penegakkan hukum tindak pidana membawa lari anak perempuan yang belum dewasa, penyidik dituntut eksta kerja keras karena alat bukti susah ditemukan, berdasarkan banyak laporan yang masuk selalu pelaku dan korban tidak diketahui keberadaanya oleh keluarga korban yang melaporkan ke Polres, sehingga memang dituntut peran serta masyarakat, sehingga ketika korban dan pelaku tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, maka akan sulit bagi penyidik untuk merampungkan pemeriksaan, shingga sangat sulit pula penyidik mengumpulkan barang bukti dari adanya lapiran oleh keluarga korban. Karakteristik tindak Pidana bawa lari anak yang belum dewasa ini, menyebabkan setiap tahunnya banyak laporan yang tidak dapat dituntaskan, sehingga memang harus diakui menjadi salah satu penghambat/kendala dalam penegakan hukum untuk kasus ini”.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh dan diolah dapat dilihat bahwa dari keseluruhan Laporan kasus, dan pada tahun 2018 dan tahun 2019  sejumlah 9 kasus, dari sejumlah 7 kasus yang tidak dapat diselesaikan sebagian besar disebabkan tidak terpenuhinya alat bukti: dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1I.
Data Kendala Penegakkan Hukum Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota
	No
	Jenis Kendala
	2018
	2019

	1
	Kurangnya Alat Bukti 
	2
	2

	2
	Korban dan Pelaku sulit ditemukan
	1
	1

	3
	Terkait Urusan Privat
	1
	0

	Jumlah 
	4
	3


 (Sumber: Unit PPA Polres Gorontalo Kota, telah diolah)

Dari data dalam table tersebut diatas dapat dilihat bahwa, dari dua tahun dari tiga tahaun tersakhi yang menjanjadi konsen penulis terdapat total 7 kasus yang tidak dapat terselesaikan, dengan 4 diantaranya tidak dapat terselesaikan oleh penyiidik PPA Polres Grontalo Kota disebabkan karena terkendala kurangnya alat bukti, sehingga oleh penulis hal ini disebabkan karena dalam penangnan kasus bawa lari anak perempuan yang belum dewasa sangat sulit mengumpulkan alat bukti.
2. Korban dan Pelaku sulit ditemukan
Berbeda dengan kasus-kasus lain pada umumnya dilingkup unit PPA Polres Gorontalo Kota, karena disamping menangani kasus anak, PPA juga sebagai unit yang dibebankan tugas menangani kasus perempuan secara umum tetapi terbatas pada kasus tertentu saja, yang dalam kasus yang menjadi fokus penulis perempuan posisikan sebagai korban secara mutlak karena berkaitan dengan unsur pasal, maka dipandang menjadi penting untuk menghadirkan korban dalam proses pemeriksaan, yang mana dalam banyak kasus, laporan dimasukan atas kasus tersebut hanya diwakili oleh keluarga korban tanpa hadirnya korban, karena saat pelaopran, korban sendiri masih dalam penguasaan pelaku, dan pada panyak kasus pealku dan korban berada diluar kota yang merupakan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Brigadir Zuhra Moha, SH, selaku penyidik di PPA Polres Gorontalo Kota menjelaskan bahwa “Dalam proses penyidikan dilapangan biasanya kami menemukan pelaku berada diluara kota, dan pada umumnya disaat yang bersamaan bersama dengan korban, jadi saat keluarga korban datang untuk membuat laporan/aduan pada umumnya korban masih dalam pengusaan pealaku, karena memang dalam kasus ini agak sedikit berbeda dengan kasus lain, jika dalam kasus pada umumnya korban dan pelaku merupakan dua pihak yang berkonflik dan sangat Nampak pada saat penyidikan/pemeriksaan, sedangkan dalam kasus bawa lari anak yang belum dewasa antara pelaku dan korban memiliki hubungan special (berpacaran), sehingga kenyataan yang ada ini membuat penyidik menjadi sulit. 
Ditambahkan lagi oleh Brigadir Zuhra Moha, SH, bahwa dalam kasus bawa lari anak yang belum dewasa, penyidik dalam melakukan pemeriksaan sering menemukan fakta bahwa pengusaan pelaku terhadap korban itu sendiri terkesan yang berkonflik adalah antara korban pelaku berhadapan dengan keluarga korban (umunya orangtua korban) sehingga terkadang kamipun berharap masalahnya dapat diselesikan terlebih dahulu melalui mekanisme kekeluargaan, hanya saja sepanjang belum diselesaikan secara kekeluargaan, ditandai dengan belum dicabutnya aduan, maka proses hukum tetap jalan dengan berupaya mengumpulkan alat bukti. Hasnya saja pekerjaan penyidik akan menjadi sulit, karena korban itu sendiri tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena masih berada diluar kota atau tempat yang sulit diketahui karena masih bersama-sama dengan terlapor atau tersangka itu sendiri.

Berdasarkan pula hasil penelitian terhadap data sekunder berupa hasil wawancara yang merupakan berita acara pemeriksaan oleh penyidik terhadap Pelaku pada Tahun 2018 menunjukan fakta bahwa Pelaku atas nama AM” warga Kabila berusia 24 Tahun terungkap bahwa, anatara pelaku dan korban PT” berusia 16 Tahun  memiliki hubungan berpacaran, dengan alasan tidak disetujui oleh pihak keluarga, maka kami berdua berinisiatif untuk pergi meninggalkan Kota Gorontalo yang merupakan kota asal Korban,
 oleh karena tindakan tersebut, oleh keluarga korban dalam hal ini orangtua korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Gorontalo Kota dan diterima oleh penyidik di Unit PPA Polres Gorontalo Kota 
3. Terkait Urusan Pribadi (Privasi)
Lebih lanjut mengenai kendala yang ditemukan dalam proses penegakan hukum tindak pidana bawa lari anak yang belum dewasa antara lain yaitu karaktek kasus ini yang substansinya mengarak ke urusan pribadi atau urusan privat, sehingga proses pemeriksaan oleh penyidik terkendala keterbatasan inforamsi. Khususnya mengenai informasi dari korban, ketika korban dalam posisi tidak mau disidik, baik karena alasan takut dengan adanya tekanandari keluarganya sendiri maupun, kondisi psikologi korban yang memiliki hubungan dengan terlapor atau pelaku. Selain sulitnya menggali informasih dari korban karena berkaitan dengan urusan privasi, minimnya informasih juga dijumpai saat pemeriksaan saksi dari keluarga korban terlebih datang dari keluarga korban yang Nampak enggak memberikan keterangan terkait keberadaan pelaku, sehingga ketika penyidik hendak melakukan pencarian pelaku dan korban itu sendiri, penyidik harus mengupayakannnya sendiri tanpa harus berharap informasi dari keluarga pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Alhidayat Abas selaku penyidik pembantu yang bertugas di Unit PPA Polres Gorontalo Kota menjelaskan bahwa  memang jika dalam kasus yang tergolong delik aduan, oleh hukum mensyaratkan keaktifan pelapor/pengadu untuk dapat menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut, agar laporan/aduan tersebut segera ditindak lanjut, disisi lain pemenuhan saksi untuk mendukung aduan tersebut, membuat teknis pemeriksaan dalam penydikan tersebut menjadi mudah, namun kenyataan yang ada secara umum kasus–kasus yang masuk terlebih yang bernuansa perbuatan asusila dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau kalaupun terbuka hanya sediki orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah yang menyerempet pada urusan privat seringkali sulit mengumpulkan keterangan pihak-pihak terkait.
Dalam pengakuan korban saat dilakukan pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan atas nama korban PT” berusia 16 Tahun, mengakui bahwa saat pergi meninggalkan rumah dalam kedaan sadar dan tidak dipaksa oleh pelaku yang merupakan pacarnya,
 hanya saja memang diakui olehnya hubungan antara korban dan pelaku tidak direstui oleh orang tua korban, berawal dari ketidak setujuan tersebut, ibu korban daam hal ini melaporkan pelaku. Berdasarkan analisi atas keterangan korban dalam pemeriksaan oleh penyidik serta keterangan penyidik dalam wawancara dapat penulis menyimpulkan bahwa memang karakteristik kasus membawa lari anak orang memiliki perbedaan dengan kasus lain, sehingga wajarlah dalam beberapa data, khsusunya pada tahun 2018 dan tahun 2019 banyak laporan kasus yang tidak dapat dituntaskan, karena hal-hal yang telah diuraikan diatas.

Hal lain yang ditemukan bahwa tidak jarang karena informasi yang besifat privat atau inforasi pribadi, pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana tersebut. Untuk korban yang mengalami tekanan pada umumnya akan mengalami trauma psikis sehingga dapat menyebabkan kenegganan dalam memberikan keterangan, tentunya jika diperhadapkan dengan kendala ini maka akan berkaitan erat dengan kemampuan penyidik dalam menggali informasi pada korban anak, terlebih jika pelaku tindak pidana ini masih tergolong anak.
4.2.2 Upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota
Pada hakikatnya tindak pidan atau kejahatan apapun merupakan musuh semua kalangan, baik pemerintah pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya. Sejak dahulu hingga sekarang kejahatan selalu dipandang sebagai perbuatan anti sosial, karena di samping sangat merugikan juga sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, sejak dahulu hingga sekarang, masyarakat senantiasa berupaya untuk menanggulangi timbulnya tindak pidana sebagai gangguan kantibmas.Usaha menanggulangi kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah secara umum, maupun intitusi penegak hukum itu sendiri, karena tugas tersebut merupakan bagian dari upaya menciptaakan kehidupan bermasyarakat yang tenang, tentram dan damai tanpa dihantui ketakutan terhadap gangguan keamnan dan ketertiban. 

Dalam hal pencegahan tindak pidana, khusus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit PPA Polres Gorontalo, tentunya tidak terlepas pula dari upaya umum Polres Gorontalo dalam melakukan upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan/tindak pidana secara umum pula, baik pendekatan refresif maupun pendekatan prefentif yang merupakan intu dari pencegahan segala bentuk tindak pidana atau bahkan sekeder gangguan keamanan yang merupakan bentuk wujud tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara khusu pencegahan tindak pidana tertentu tentunya kepolisian terlebih dahulu mencari sebab-sebab yang mempengaruhi timbulnya kejahatan, karena dengan mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut maka dapatlah dibuat suatu metode penanggulangan kejahatan secara memadai dan tepat. 
Oleh karena itu, secara khsusus persinggungan antara uraian di atas, dengan upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakkan hukum tindak pidana pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota dengan karakter tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana umum lainnya tentu memiliki bentuk upaya yang secara khusu didasarkan pula pada kendala yang telah diuraikan diatas. Adapun upaya-upaya tersebut berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara sebagai berikut:
1. Sosialisasi (Upaya Preventif)

Mengadakan sosilalisai mengenai perlindungan anak, baik dari segi pencegahan tindak pidana umum maupun secara khsusus terkait pentingnya merencanakan perkawinan dengan tidak melanggar hukum, sosialisasi ini dilakukan tidak hanya kepada orang tua namun sedini mungkin kepada pelajar atau remaja. 
Dari data yang diperoleh dalam penelitian, kegiatan penyuluhan/sosialisisasi terkait perlindungan anak unit PPA banyak terbantukan dengan kerjasama-kerjasama dalam sosialsisasi tersebut, sehingga Unit PPA tidak hanya terbatas pada sosialisasi secara mandiri melainkan dilakukan secara bersama anatara Unit PPA Polres Gorontalo Kota dengan unsur terkait, baik itu instansi pemerintah maupun beberapa lembaga bantuan hukum di Kota Gorontalo, dan bahkan sebagian besar kegiatan penyuluhan dilakukan atas kerjasama dengan pihak yang mengundang dari Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Fakultas Hukum di beberapa Universitas yang ada di Kota Gorontalo, meskipun memang harus diakui bahwa secara internal kami di Unit PPA penyuluhan-penyuluhan atau sosilisasi terkait khusus mengenai tindak pidana bawa lari anak yang belum dewasa belum begitu optimal dan masih perlu ditingkatkan lagi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ipda Gita Putri Wulandari S.Tr.K selaku Kepala Unut Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Kota mengatakan bahwa “secara khusus penyikapan terhadap kendala yang kami alami dalam penegakan hukum harus dilihat tidak hanya kendala teknis seperti kurangnya SDM pneyidik di unit PPA, melainkan harus dilihat pula sebagaimana sebuah kendala umum yang berkaitan erat dengan faktor terjadinya tindak pidana apapun, sehingga jika kita berasumsi semua masyarakat paham akan bahaya tindakan membawa lari anak perempuan orang lain, baik itu dengan tujuan hanya ingin mendapat pengusaan karena dilakukan secara sukarela atau yang umumnya karena berpacara, terlebih lagi jika bawa lari anak perempuan orang lain tersebut dilakukan dengan tipu muslihat, maka persentase jumlah tindak pidana ini akan menurun bahkan tidak terjadi lagi. Harus diakui bahwa data yang ada di Unit PPA Polres Kota Gorontalo bukanlah data rill terkait tindak pidana ini, karena ada juga masyarakat yang tidak melaporkan tindak pidana tersebut, terkadang ketika ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana bawa lari anak ini barulah ketahuan. Sehingga memang perlu penyiapan secara khsusu, berupa kerja sama lintas sektor, karena tindak pidana ini berkaitan erat dengan upaya pemerintah mencegah pernikahan usia remaja atau dikenal dengan (pernikahan dini).

2. Kordinasi Kepolisian Antar Wilayah Hukum

Selain Berangkat dari persoalan umum, berupa pemahaman masyarakat khsusunya para remaja yang belum memahami sepenuhnya tindakan membawa lari  perempuan yang masih dikategorikan anak berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia, secara teknis upaya yang ditempuh dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yaitu melakukan peran dan fungsi penyidikan sebagain mungkin. Penyidikan tindak pidana membawa lari anak perempuan itu sendiri merupakan tugas penyidik PPA sebagai pendelegasian tugas dan tanggung jawab Kepolisian Resor Gorontalo Kota  dalam hal ini sebagai penegak hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Dalam hal pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana membawa lari anak perempuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 330 (KUHP), tentunya penyidik PPA berhak pula melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaiakan dan menanggulangi tindak pidana ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kendala yang dihadapai penyidik Unit PPA, bahwasanya selain tindak pidana ini berakitan dengan persoalan anak dan persoalan probadi, tindak pidana ini juga memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, yaitu pelaku bahkan korban itu sendiri susah ditemukan, atau bahkan susah dimintai keterangan saat pemeriksaan, dikarenakan tindak pidana ini terjadi karena seseorang dala hal ini laki-laki baik telah dewasa maupun belum dewasa membawa lari anak perempuan yang belum dewasa baik secara suka rela maupun dengan tipu muslihat, terlebih dengan unsur kekerasan, atau ancaman.
Terhadap kenyataan yang ada terkait karakter tindak pidana ini maka pihak penyidik tidak kemudian hanya bekerja sendiri-sendiri akan tetapi selalu berkordinasi dengan pihak lain, baik secara internal anatara sesame kepolisian diwilayah hukum lain, maupun instansi pemerintah lainnya yang konsen trehadap isu perempuan dan anak. Ditemui disela sela menjalankan tugas sebagai penyidik pembantu di Unit PPA Polres Gorontalo Kota, Brigadir Umar Bin Hattab menjelaskan bahwa “sering dalam proses penidikan oleh kami penyidik menemukan fakta bahwa korban dalam hal ini masih sedang dalam penguasaan pelaku, artinya disaat yang bersamaan pelaku masih dalam proses pelariannya yang tentunya itu diluar kota, atau diluar wilayah hukum kami. Sehingga dalam proses penyidikan kami terkendala akan ahal tersebut, dengan keterbatasan sdm yang kemai miliki di Unit PPA hampir tindak mungkin kami mengupayakan proses pencarian itu sendiri, dan bahkan jika pelapor atau pengadunya adalah orangtua korban dan korban masih dalam pengusaan pelaku, maka kami cenderung mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Melihat fakta bahwa pelaku masih dalam proses pelarian, maka kami tentunya melakukan kordinasi dengan kepolisian setempat, berdasarkan dugaan dimana keberdaaan pelaku berdasarkan keterangan yang kami peroleh.

3. Memaksimalkan peran serta Keluarga Korban

Lebih lanjut berkaitan dengan upaya Unit PPA dalam menyikapi Kendala yang diahadapi dalam hal proses penegakan hukum yang dialami penyidik berupa sulitnya mendapatkan keterangan atas kasus atau perkara tersebut, baik itu dari si pelaku karena masih dalam proses pelarian diri, maupun kesulitan mempeoleh keterangan dari si korban yang terkadang memiliki trauma akibat tekanan atas persoalan yang sedang dialaminya maka Unit PPA berupaya untuk membangun komunikasi yang baik, guna memaksimalkan peran serta masyarakat khsusunya pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut. 

Mengingat tindak pidana membawa lari orang merupakan tindak pidana yang berkaitan erat dengan aspek pribadi, terlebih jika antara pelaku dan korban berstatus pacaran (hubungan dekat) maka tentu dalam proses pemeriksaan oleh penyidik wajib mengedepankan peran serat keluarga guna memberikan suport kepada korban itu sendiri agar ditengah tekanan mental yang terjadi, namun diharapkan kondisi korban dapat memebrikan keterangan, karena keteragan korban sangat penting sebagai substansi pemeriksaan dan pemberkasan.

Atas upaya memaksimalkan peran serata keluarga korban, jika dialami kesulitan oleh penyidik ketika memeriksa pelaku dan korban langsung maka keterangan dapat diperoleh meskipun dari keterangan keluarga korban. Disis lain upaya ini pula dilakukan agar proses pemeriksaan dapat mendapatkan keterangan yang maksimal ditengah keterbatasan internal yang terdapat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Gorontalo Kota ialah tidak adanya ruangan khusus yang memenuhi standar untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab hasil penelitain dan pembahasan diatas, dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi unit PPA Polres Gorontalo Kota  dalam penegakkan hukum tindak pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota adalah berupa: (1) Sulitnya mengumpulkan alat bukti, hal ini dikarenakan dalam banyak aduan terlapor sulit dimintai keterangan karena masih dalam proses pelarian atau sedang berada ditempat yang belum deketahui, (2) Korban masih dalam pengusaan pelaku, dalam banyak kasus disaat yang bersamaan saat pengaduan dimasukan di Unit PPA Polres Gorontalo korban masih bersama pelaku, (3) Berkaitan dengan urusan ribadi. 

2. Upaya yang dilakukan unit PPA Polres Gorontalo Kota  dalam penegakkan hukum tindak pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota berupa: (1) Sosialisasi (Upaya Preventif) dilakukan baik secara mandiri melalu kegiatan sosialsiasi yang diselennggarakan oleh Polres Gorontalo Kota, maupun sosialisasi dengan bekerjasama dengan istasni lain yang konsen terhadap isu anak dan perempuan (2)Kordinasi Kepolisian Antar Wilayah Hukum dalam hal teknis penyelidikan dan penyidikan terlebih jiga terlapor/pelaku tindak pidana berada diluar wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, (3) Memaksimalkan peran serta Keluarga Korban dalam hal pengumpulan keterangan guna perampungan pemeriksaan terhadap tindak melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota
5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait atas penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Selain memaksimalkan sarana pendukung pemeriksaan koraban anak, terkait teknis penegakakn hukum tindak pidana melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota oleh Penyidik PPA Polres Gorontalo Kota sebaiknya memaksimalkan kerjasama dengan lembaga atau instansi yang lebih menguasai kompetensi bidang ilmu seperti psikologi.
2. Terkait masih adanya Tindakan melarikan Anak Perempuan di Unit PPa Polres Gorontalo Kota agar kiranya pihak terkait dapat memaksimalkan sosialisasi dampak negative , baik secara umum maupun khsus mengenai konsekuensi hukumnya, agar seluruh lapisan masyarakat sehingga selain dapat berpatisipasi aktif secara umum dengan pihak polisi dalam upaya penganggulangan kejahatan tindak pidana melarikan anak peremuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota, masyarakat juga dapat memahami bahwa tindak pidan ini bukanlah persoalan pribadi/privat.
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